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Legalisasi penggunaan software di Indonesia, 

merupakan salah satu wacana yang sedang 

ramai dibicarakan saat ini. Khususnya setelah 

pemerintah RI melakukan MoU dengan Mic-

rosoft mengenai hak cipta di bidang peranti 

lunak. Hal ini membuat pro dan kontra be-

berapa aktivis open source, baik melalui mailing 

list maupun media cetak, mengenai MoU yang 

dilakukan secara diam-diam ini. 

Meski demikian, isi dari MoU ini tidak 

mengikat setiap Departemen pemerintahan  

untuk menggunakan proprietary software. 

Setiap departemen pemerintahan diberi ke-

bebasan untuk menggunakan platform yang 

diinginkan, baik proprietary software, open 

source software, maupun platform lainnya. 

Menyikapi hal ini, beberapa departemen 

pemerintahan dan nonpemerintahan, sudah 

melakukan migrasi ke platform FOSS jauh 

sebelum terdapat issue mengenai MoU ini. 

Salah satu departemen pemerintahan yang 

sudah menggunakan platform FOSS adalah 

Departemen Sosial RI (DEPSOS).

Di lingkungan DEPSOS, sudah hampir 

di semua komputernya, baik server maupun 

desktop, sudah dimigrasikan ke platform 

GNU/GNU/Linux. Jumlah total komputer 

yang sudah dimigrasikan ke platform GNU/

Linux, sudah berkisar 2000 PC. Aplikasi entry 

data, e-learning, dan Sistem Informasi Ke  se-

jahteraan Sosial (SIKS) yang terdapat di DEP-

SOS, juga didevelop menggunakan platform 

GNU/Linux. Untuk sumbangsih ke dunia 

open source, DEPSOS juga sudah men-deve-

lop sebuah distro GNU/Linux yang bernama 

GNU/linusiks, yang ditujukan untuk para pe-

nyandang tunanetra.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

penggunaan platform open source di DEP-

SOS, InfoLINUX telah mewawancarai Jaka 

Sinung yang menjabat sebagai Administrator 

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) 

di DEPSOS. Berikut rangkumannya.

Trauma dengan virus
Sinung menceritakan kalau awal proses mig-

rasi DEPSOS ke platform FOSS berawal dari 

kejadian serangan virus yang menyerang kom-

puter server dan workstation yang terdapat di 

DEPSOS. Karena sudah sangat kesal dengan 

serangan virus, Sinung akhirnya memutuskan 

untuk memigrasikan proprietary software 

yang digunakan oleh komputer server dan cli-

ent ke platform GNU/Linux. 

“Sekitar Juli 2003, saya pernah me-

ngalami trauma yang luar biasa berkaitan 

dengan serangan virus Nimda dan virus 

CIH yang menyerang server kami. Padahal 

saat itu, kami sudah membeli lisensi suatu 

software antivirus untuk melindungi server 

kami, yang harganya cukup mahal. Setelah 

mendapatkan informasi dari majalah In-

foLINUX, pada Juli itu kami langsung me-

mutuskan untuk memigrasikan server kami 

ke GNU/Linux. Kebetulan pada saat itu saya 

bertemu dengan dua orang konsultan dari 

PT Logitas, Zulfan Syahrian Lubis dan Ida 

Bagus Suryagama, sehingga akhirnya pada 

tahap awal migrasi server ke GNU/Linux 

berjalan dengan sukses. Satu prestasi yang 

masih saya ingat sampai sekarang adalah, 

setelah server di-setting, hampir sembilan 

bulan lamanya server tersebut tidak pernah 

kami restart sama sekali tanpa mengalami 

masalah,” ujar Sinung.

Distro untuk Tunanetra
Selain digunakan untuk kebutuhan server 

dan desktop, aplikasi sistem yang terdapat 

Sosialisasi GNU/Linux
Sampai ke Tunanetra

B
elum lama ini, isu pemerintah dan Microsoft sudah 

melakukan memorandum of understanding (MoU) 

mencuat di beberapa media massa. Meski demikian, 

beberapa departemen yang terdapat di Indonesia, 

sudah cukup tenang karena sudah bermigrasi ke FOSS.

Jaka Sinung, Administrator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial DEPSOS.
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di DEPSOS kebanyakan juga dibuat meng-

gunakan platform GNU/Linux. “Di lingkun-

gan DEPSOS, selain untuk kebutuhan server 

dan desktop, kami juga menggunakan plat-

form GNU/Linux untuk kebutuhan sistem 

yang terdapat di DEPSOS seperti aplikasi en-

try data, e-learning, Sistem Kepegawaian, dan 

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS). 

Dan kebanyakan aplikasi sistem yang kami 

develop ini dibuat berbasiskan web dengan 

menggunakan platform LAMP,” jelas Sinung.

Untuk project internal yang dapat di-

gunakan juga oleh para komunitas open 

source, DEPSOS sudah membuat sebuah dis-

tro bernama GNU/Linusiks yang ditujukan 

untuk para penyandang tunanetra. “Dalam 

salah satu poin di proposal yang saya ajukan 

waktu itu, saya kutip kesepakatan internasi-

onal Biwako Millennium Framework, teru-

tama prioritas keenam:  access to information 

and communications, including information and 

communications and assistive technologies untuk 

orang-orang penyandang cacat, yaitu mereka 

juga memiliki aksesibilitas ke dunia TI. 

Dari situ akhirnya kami merilis suatu 

distro yang dapat dipakai oleh para tuna-

netra, yang kami beri nama GNU/Linusiks. 

Distro GNU/Linusiks ini bersifat Live CD, 

dibuat berbasiskan distro Knoppix, bersifat 

GPL, dan dapat di-download bebas di web-

site DEPSOS. Ada empat UPT (Unit Pelak-

sanaan Teknis) di DEPSOS yang kebetulan 

mena ngani tunanetra, yaitu Panti Mahat-

miya di Bali, Tan Miyat Bekasi,  Wyata Guna 

di Bandung, dan Tumou Tou di Manado. 

Rencananya, distro ini akan dikembangkan 

lagi tahun ini untuk disebarluaskan ke selu-

ruh penyandang tunanetra yang terdapat di 

Indonesia,” jelas Sinung.

Dapat Menghemat Anggaran
Manajemen puncak DEPSOS sendiri, cukup 

mendukung implementasi platform open 

source di DEPSOS. Hal ini dapat terwujud, 

selama kebutuhan aplikasi kerja di lingkung-

an DEPSOS dapat dilakukan oleh aplikasi 

FOSS. “Pada intinya, pihak manajemen 

kami mendukung penuh penggunaan plat-

form FOSS di lingkungan DEPSOS. Karena 

yang mereka lihat itu adalah hasilnya, bukan 

pada prosesnya. Sebagai contoh sederhana, 

jika mereka menyuruh kami membuat lapo-

ran, yang mereka lihat itu adalah hasil print 

dari laporan yang kami buat, bukan pada 

aplikasi yang digunakan untuk membuat 

laporan tersebut,” ungkap Sinung.

Bicara mengenai anggaran yang dapat 

dihemat, isu TCO (Total Cost of Ownership)  

menggunakan aplikasi open source lebih ma-

hal daripada proprietary software, ternyata 

tidak terbukti di lingkungan DEPSOS. “Saat 

menggunakan platform open source, angga-

ran yang kami keluarkan perbedaannya cukup 

signifi kan. Sebagai contoh pada tahun 2003, 

kami banyak mengeluarkan biaya untuk 

pembelian lisensi proprietary software mulai 

dari sistem operasi, antivirus, development 

software, database server, dan aplikasi lainnya 

yang harganya cukup mahal. Bahkan biaya 

pembuatan aplikasi sistem berbasiskan pro-

prietary software yang dulunya dapat menca-

pai ratusan juta, kini dapat ditekan sampai be-

berapa puluh juta saja menggunakan platform 

open source software,” ujar Sinung.

Adopsi FOSS sebuah keharusan
Berikut harapan Sinung mewakili DEP-

SOS, terhadap kemajuan penggunaan dan 

pengembangan GNU/Linux di Indonesia. 

“Menurut saya, adopsi FOSS merupakan 

sebuah keniscayaan yang mau tidak mau 

harus kita lakukan. Dengan menggunakan 

platform berbasis FOSS, kita juga seakan 

terlepas dari belenggu penjajahan oleh satu 

pihak,” terang Sinung.

Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 

Tampilan Sistem Informasi Bencana yang terdapat di DEPSOS. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial di DEPSOS yang dibuat berbasiskan LAMP.

Departemen Sosial (DEPSOS) merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang 
dipimpin oleh Menteri Sosial. Pada saat Abdul Rahman Wahid atau yang akrab 
dipanggil Gus Dur menjadi presiden, DEPSOS sempat  berubah alih menjadi dua 
lembaga, yaitu BKSN dan MMK. Namun, setelah Megawati naik menggantikan Gus 
Dur sebagai presiden, lembaga DEPSOS kembali berjalan.

Adapun tugas pokok dan fungsi DEPSOS adalah membantu presiden dalam menyelenggara-
kan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan sosial.  Dalam menyelenggarakan tugas 
tersebut, DEPSOS menyelenggarakan fungsi  pelayanan pekerjaan sosial: promotif, rehabilitatif, 
kuratif, dan pelayanan akses, yang dibagi dalam 3 unsur lininya, yaitu Direktorat Jenderal  Pem-
berdayaan Sosial, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, serta Direktorat Jenderal 
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 

DEPSOS memiliki 30 UPT dan 9 Balai yang tersebar di berbagai provinsi yang terdapat di 
Indonesia. Info lebih lanjut mengenai DEPSOS dapat di lihat pada url http://www.depsos.go.id.

Memiliki 30 UPT dan 9 balai di berbagai provinsi


